BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR ' 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (&)

Mengingat:

%

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan;

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67357);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024
Nomor 1).

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.




10.

11.

12,

13,

14.

15.

16.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaien Ogan Komering Ulu
Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerabh.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

S}.ul‘at Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
d-lsmgkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.




17,

18.

19,

20.

1

22.

23.

24,

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yvang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah Kkredit pajak lebih besar dari pada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan
Retribusi Daerah.
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BABII
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

Pasal 2
(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB
yang meliputi:

a. asbes;

b. batu tulis;

¢. batu setengah permata;
d. batu kapur;

e. batu apung;

E batu permata,;

g. Batu pecah;

h. bentonit;

i. dolomit;

j.  Feldspar

k. garam batu (halite);
1.  grafit;

m. granit/andesit;

n. gips;

o. Kkalsit;

p. kaolin;

q. leusit;

r. magnesit;

s. mika;

t. marmer;

u. nitrat;

v. obsidian;

w. oker;

X. pasir dan kerikil;
y. pasir kuarsa,;

z.  perlit

aa. fosfat;

bb. talk;

cc. tanah serap (fullers earth);
dd. tanah diatom;

ee. tanah liat;

ff. Tanah Urug;

gg. Tanah Pilihan;

hh. tawas (alum);

ii. tras;

jj- yarosit;

kk. zeolit;

1I. basal;

mm. trakhit;

nn. belerang;

00. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
pp. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.




(1) Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 5
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 6

(1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan usahanya dengan mengisi
Formulir Pendaftaran Pajak pada BAPENDA paling lama 30
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha
kecuali ditentukan lain.

(2) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Terhadap pendaftaran usaha pada BAPENDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan NPWPD.

(4) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BAPENDA dapat menetapkan sebagai wajib pajak secara
jabatan berdasarkan keterangan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(5) Ketentuan mengenai Fomulir Pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(6) BAPENDA melakukan pendataan objek Pajak atas dasar
pengambilan dan/atau pemanfaatan MBLB

(7) Pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi Pendataan

(8) Dalam rangka penghitungan Nilai Perolehan MBLB BAPENDA
melakukan  pendataan dan/atau  pencatatan  untuk
mengetahui besarnya jumlah/volume pengambilan MBLB
yang berdasarkan hasil Produksi Wajib Pajak

(9) Pendataan sebagaimana dimaksud a ayat (3), dicatat oleh
petugas BAPENDA secara berkala.
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Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7
Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh
Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan
pelaporan  atas  omzet  penyelenggaraan  kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD manual dan/atau SPTPD elektronik.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada BAPENDA paling lama 15 (Lima Belas)
hari setelah berakhirnya masa pajak.
Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari
libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada
hari kerja berikutnya.
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disertai lampiran dokumen terkait pengambilan
MBLB.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 8
Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak secara
sekaligus maupun bertahap dalam satu kali masa pajak.
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) pada Bank atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati paling lambat 10 (Sepuluh) hari
setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan
SSPD.
Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu
pembayaran adalah hari kerja berikutnya
Pembayaran dan penyetoran Pajak dapat dilakukan dengan
Sistem Online.
Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran
Pajak dengan  setoran tunai, transfer dan/atau
menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang
disediakan oleh Bank ke rekening Kas Umum Daerah.
Apabila pembayaran pajak dilakukan pada tempat lain yang
ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka bukti
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pembayaran yang diterbitkan dapat dipersamakan dengan
SSPD.

Pf:mbayaran pajak melalui tempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diakui dan dinyatakan lunas
apabila pembayaran telah diterima pada Kas Umum Daerah
Bukti pembayaran yang diterbitkan pada tempat lain yang
ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) paling sedikit berisi :

a. nama Wajib Pajak;

b. NPWPD;

c. jenis Pajak;

d. masa Pajak dan Tahun Pajak; dan

e. besarnya pajak yang disetor.

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat

(1)

(2)

pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar
1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal
jatuh  tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD

Bagian Keempat
Penilaian dan Penetapan

Pasal 9
Pajak dipungut dengan Self Assessment System yang
memberikan Kkepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan
sendiri pajak terutang kepada BAPENDA daerah
menggunakan SPTPD.
Dalam jangka waktu S (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Kepala Badan BAPENDA atau Pejabat
yang berwenang dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1. jika Dberdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala
BAPENDA atau Pejabat yang berwenang dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan




()

(1)

9.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan /atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

c.  SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan
angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, ditetapkan secara
jabatan dengan dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkan SKPDKB.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan

sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri

kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

Pasal 10
Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 adalah
penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala
BAPENDA atau Pejabat yang berwenang, berdasarkan data
yang ada atau keterangan lain yang dimiliki BAPENDA.
Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan
pencatatan omzet usahanya;
b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan
pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan
dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak
memberikan  keterangan pada saat dilakukan
pemeriksaan; dan/atau
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d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau
bill yang berseri dan bernomor urut.

Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan,

petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada

data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari

3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas
sebagai berikut:

a. berdasarkan hasil kas opname;

b.  berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi
tempat usaha Wajib Pajak; dan

c.  berdasarkan data pembanding.

Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a dipakai sebagai nilai omzet per hari yang

merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas

menurut hasil kas opname.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, omzet/penerimaan ditaksir

dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengambilan

mineral bukan logam dan batuan dan rata-rata besarnya

penerimaan pembayaran yang diterima Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Penagihan

Pasal 11
Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih
ada Pajak yang terutang, maka dilakukan penagihan.
Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bidang Penagihan BAPENDA.
Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKDB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat
Teguran.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. besar utang Pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. saat pelunasan utang Pajak.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran Pajak.
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Setelah surat teguran diterima, dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari Wajib Pajak harus melunasi Pajak.

Pasal 12

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus

tanpa menunggu pembayaran apabila:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah
tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam
rangka menghentikan atau mengecilkan Kkegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di
Indonesia;

c. terdapat tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak akan membubarkan Badan wusaha atau
memindahkan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk
lain;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat
tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:

a. nama Wajib Pajak;

b. besar utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan utang Pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pelaksanaan  penagihan  seketika dan  sekaligus,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 13
Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  ESA"
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum
yang sama dengan Kkeputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Surat Paksa paling sedikit memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. dasar Penagihan;
c. besarnya utang Pajak; dan
d. perintah untuk membayar.

Pasal 14
Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
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bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila:

(6)

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat
lainya yang sejenis;

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus;

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan yang
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran
atau penundaan pembayaran Pajak; atau

d. apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang
sejenis.

Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan

apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya

sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak

dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan

dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis,
diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa

Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat

21 {dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat

Teguran atau surat lain yang sejenis.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh

empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat
atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga

melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas)

hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak

mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara

untuk melaksanakan lelang atas barang vang disita

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,

jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak

memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada

Wajib Pajak.

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak

dan biaya-biaya yang sah, kelebihannya dikembalikan

kepada Wajib Pajak.
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Pasal 16

Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan namun

tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka BAPENDA dapat

melakukan upaya penagihan lain.

Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:

a. pemanggilan Wajib Pajak;

b. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan
usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan
dan non perizinan.

Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak yang

dilakukan sebelum atau setelah teguran disampaikan.

Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dilakukan oleh Kepala BAPENDA atau instansi

lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan setelah teguran ketiga diterima oleh

Wajib Pajak.

BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 17

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
Kedaluwarsa penagihan Pajak tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa.
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Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 18

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak

untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat

dihapuskan.

Penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi namun

belum kadaluwarsa dimasukkan kedalam daftar piutang

pajak yang akan dihapuskan.

Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal
dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan
tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak
dapat ditemukan;

. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan Pengadilan,
dan hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk
melunasi hutang pajak;

d. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus,
direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal,
atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan
pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat
ditemukan; dan

e. sebab lain sesuai hasil penelitian.




(5)
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Untuk penghapusan piutang pajak, Badan Pendapatan
Daerah melakukan penelitian administratif atau lapangan.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak
yvang tercantum dalam SPPT, SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dan STPD.

Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19
Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati berdasarkan
Permohonan penghapusan piutang yang disampaikan oleh
Wajib Pajak kepada BAPENDA.
Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat wajib pajak;
b. jumlah piutang pajak;
c. tahun pajak; dan
d. alasan penghapusan piutang pajak.
Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dan ayat (2) dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya
Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (5).
BAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan piutang
berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian.
Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan
persetujuan dan penetapan penghapusarn.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

(1)

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 20
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh perorangan dan/atau badan usaha dalam
hal:
a. Wajib Pajak merasa perhitungan Pajak tidak
sebagaimana mestinya; dan/atau
b. terdapat perbedaan penafsiran dalam ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati
melalui BAPENDA dengan ketentuan, sebagai berikut :

a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan berlaku untuk
1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;

b. pengajuan surat keberatan ditandatangani oleh Wajib
Pajak disertai asli STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/
SKPDN yang diajukan keberatan;

c. melampirkan nilai Pajak yang terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang
mendukung pengajuan keberatannya; dan

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya STPD kecuali apabila Wajib Pajak atau
kuasanya dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan

Wajib Pajak dilampiri surat kuasa khusus.

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar

untuk memproses surat keberatan yaitu :

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan
secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya
kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal
disampaikan melalui jasa pengiriman dengan bulkti
pengiriman surat.

Dalam memeriksa usulan keberatan, BAPENDA dapat

meminta bukti pendukung berupa:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan

c. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk

beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek yang sama

diselesaikan secara bersamaan oleh kepala BAPENDA.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat

ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan

pajak dengan surat paksa diselesaikan kepala BAPENDA
atau pejabat yang ditunjuk.

Pengajuan keberatan yang telah dilakukan tindakan

penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) diajukan sebelum 1 (satu) bulan
sejak surat paksa diterbitkan.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah

membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui

Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka

waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar

pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan
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1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.

Pengajuan  keberatan  dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 21
Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat diproses
untuk disetujui.
Setiap pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
untuk membayar Pajak terutang dan pelaksanaan
penagihannya.

Pasal 22

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Dalam memberikan keputusan atas keberatan yang

diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan pemeriksaan, meliputi :

a. pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas dan
hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan;
dan

b. dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, pejabat
yang berwenang dapat memberitahukan terlebih
dahulu kepada Wajib Pajak secara tertulis tentang
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak

BAPENDA meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada

Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas

keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya pajak yang terutang
berdasarkan hasil pemeriksaan;

b. menerima sebagian pajak yang terutang berdasarkan
hasil pemeriksaan;

c. menolak pajak yang terutang berdasarkan hasil
pemeriksaan dengan pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak ; atau
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d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang
dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil
pemeriksaan lebih besar dari yang terutang dalam
surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak .

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak

yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh

[ (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Bagian Kedua
Banding

Pasal 23
Wajib pajak dapat mengajukan banding atas Surat
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) paling lama
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan
melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang
jelas.
Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan Pajak.
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan = Peraturan
Perundang-undangan.
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Pasal 24
Jika Pengajuan keberatan atau permohonan Banding
dikabulkan  sebagian atau  seluruhnya, kelebihan
pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (Nol koma Enam persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (Enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (9) tidak
dikenakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

(1)

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 25
Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala
BAPENDA dapat memberikan pengurangan terhadap
ketetapan Pajak yang tidak benar atau berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan melihat kondisi Wajib Pajak yang
mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi
kelangsungan usahanya.

Pasal 26

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud Dalam

Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi;

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan
pajak;

f.  permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia; dan
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g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa.

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui

Kepala BAPENDA, dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa
Pajak tidak benar atau dokumen keuangan yang
menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan
keuangan, sehingga dapat dikurangkan; dan

c. dokumen pendukung lainnya.
Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

(6)

(1)

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Ketentuan mengenai Permohonan pengurangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 27
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pengurangan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).
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Permohonan  pengurangan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan
schingga tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BAPENDA harus mengembalikan permohonan
kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang
mendasari.

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan maka Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat
(2).

Pasal 28
Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala
BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/ atau
informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat
permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
Dokumen permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal surat permintaan diterima.
Dalam pemeriksaan lebih lanjut permohonan Wajib Pajak,
Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan
kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tetap diproses sesuai
dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
yang ada atau yang diterima.

Pasal 29

Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
Pasal 27 ayat (1), Bupati melalui Kepala BAPENDA memberi
keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan
pengurangan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
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Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau
Kepala BAPENDA tidak memberikan keputusan,
permohonan  pengurangan dianggap diterima dan
diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib
Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Keringanan

Pasal 30
Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati dan/ Atau
Kepala ~ BAPENDA  dapat —memberikan keringanan
pembayaran Pajak terutang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. yang ditetapkan dalam
Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA.
Pemberian keringanan pembayaran Pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
berupa :
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dalam
SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
diberikan Bupati atau Kepala BAPENDA secara jabatan
yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau Kepala
BAPENDA.
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak
mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya
Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib
Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun
terakhir.
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Pasal 31

Permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia kepada Bupati atau Kepala BAPENDA
daerah disertai dengan alasan dan bukti yang
mendukung permohonan;

b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit
memuat:

1. nama dan alamat wajib pajak;

2. jumlah utang Pajak  yang  dimohonkan
pengangsuran, masa angsuran dan besarnya
angsuran;

3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan penundaan
pembayaran dan jangka waktu penundaan;

4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri surat kuasa;

S. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat
ketetapan;

6. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun
sebelumnya; dan

7. dilampiri  fotokopi surat ketetapan = yang
dimohonkan keringanan.

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum

jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau

kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu
pengajuan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

Penyampaian permohonan pengurangan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung olch Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.
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Pasal 32

Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan keringanan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1).

Permohonan keringanan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dianggap
bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima
belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus mengembalikan permohonan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
Dalam  hal permohonan keringanan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 33
Dalam rangka pemeriksaan permohonan keringanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala
BAPENDA dapat meminta dokumen, data, informasi yang
diperlukan melalui penyampaian surat permintaan
dokumen, data dan/ atau informasi lainnya.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal surat permintaan diterima wajib pajak.
Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan
tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan keringanan Pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/ atau
keterangan yang ada atau yang diterima.
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Pasal 34

(1) Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan keringanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala
BAPENDA memberikan keputusan atas permohonan
keringanan, dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga
Puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberikan
keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan
surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 35

(1} Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk
fasilitas angsuran  pembayaran = atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2} huruf b, diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan
persetujuan; dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh
tempo atas surat Kketetapan yang pembayarannya
dimintakan pengangsuran.

(2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk
penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan
jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 36

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan,
pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan
atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan
keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan
pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau
penundaan pembayaran tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib
melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 37
(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran belum diterbitkan keputusan,
dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat
keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
atau pemberian imbalan bunga, kelebithan pembayaran
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atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu harus
diperhitungkan dengan utang Pajak dimaksud sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau
pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk
melunasi utang Pajak yang diajukan permohonan
pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak yang
dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran
atau penundaan adalah jumlah utang Pajak setelah
dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau
pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 38

Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu keputusan,
dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat
keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
dan/ atau pemberian imbalan bunga, kelebihan
pembayaran dan/ atau pemberian imbalan bunga terlebih
dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang Pajak
yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi
sisa utang  Pajak yang telah diterbitkan keputusan
pengangsuran, besarnya angsuran dan/ atau masa
angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali dengan
ketentuan :

a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap
masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran
dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam
surat keputusan sebelumnya; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa
angsuran yang telah ditetapkan dalam surat
keputusan sebelumnya.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi
utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap harus
melunasi utang Pajak tersebut sesuai dengan jangka
waktu penundaan.
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Pasal 39
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan
utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang
Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran
pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari
saldo utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap
angsuran disesuaikan; dan
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa
angsuran yang telah disetujui.
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan
utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang
Pajak yang telah diterbitkan keputusan penundaan
pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak
sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 40

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa

angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)

dilakukan dengan prosedur:

a. Kepala BAPENDA memberitahukan kepada Wajib Pajak
atau Lkuasanya mengenai perubahan saldo Utang
Pajak serta permintaan usulan perubahan
pengangsuran;

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan
usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan

c. Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan perubahan
kKeputusan pengangsurarn pembayaran Pajak
berdasarkan wusulan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
diterimanya usulan Wajib Pajak.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BAPENDA tidak

menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib

Pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan

perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak

secara jabatan dengan ketentuan:

a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak dibagi
dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah
disetujui.

Pasal 41
Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak
vang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling
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lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau
peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait
Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan
pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran,
keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan
tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pembebasan

Pasal 42
Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat
memberikan pembebasan Pajak terutang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
dalam Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA.
Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan terhadap Pajak Pajak terutang dalam
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding atau
Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
Pembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak
apabila terjadi keadaan kahar (force majeure).
Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi:
bencana alam;
kebakaran;
kerusuhan massal atau huru-hara;
wabah penyakit; dan/ atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

oo op

Pasal 43

Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi;

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB,
SKPDKBT;

f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
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bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilarnpiri
dengan surat kuasa.

Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada

Bupati atau Kepala BAPENDA, dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa
usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;
dan

¢. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembebasan Pajak terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BAPENDA,;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Pasal 44
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pembebasan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).
Permohonan  pembebasan  yang tidak  memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga
tidak dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasar.
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Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 45
Dalam rangka memeriksa permohonan pembebasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Kepala
BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/ atau
informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat
permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal surat permintaan diterima.
Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada
Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan
keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5
(Lima) hari sejak surat diterima sebagaimana disebut dalam
surat permintaan keterangan tambahan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan pembebasan Pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/
atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 46
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1), Bupati memberikan keputusan
atas permohonan pembebasan Pajak dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya
surat permohonan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan
Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan
keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib
Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
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BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

(1)

(2)

(3}

(4)

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 47
Kepala BAPENDA atau pejabat berwenang dapat
membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah terhadap permohonan wajib pajak.
Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kesalahan dalam penulisan:
Nama;
Alamat;
NPWPD;
nomor surat ketetapan pajak;
jenis pajak;
tanggal jatuh tempo; dan
g. masa pajak dan/atau tahun pajak.
Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi  kesalahan dalam  penjumlahan dan/atau
pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian
suatu bilangan.
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kekeliruan dalam penerapan tarif; atau
b. kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Mo Q0 o

Pasal 48

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 47 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan
pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. ~permohonan disampaikan kepada Kepala BAPENDA;
dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
apabila wajib pajak tidak bisa menandatangani surat

permohonan maka dapat dikuasakan dengan
melampirkan surat kuasa.
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Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan
melampirkan :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

b. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a.  secara langsung;
b.  melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
¢ secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

¢. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Ketentuan mengenai Bentuk dan isi fomulir permohonan

pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pembetulan Wajib Pajak yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (1) dan ayat (2).
Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2),
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dipertimbangkan.
Dalam  hal permohonan  pembetulan tidak  dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
BAPENDA harus mengembalikan permohonan kepada Wajib
Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
Dalam  hal permohonan  pembetulan  tidak  dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (1) dan ayat (2).
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Pasal 50

Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1), Kepala BAPENDA memberi
keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menambahkan atau mengurangkan jumlah pajak
yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan
atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan,
permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala
BAPENDA menerbitkan keputusan pembetulan sesuai
dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak berakhirnya jangka waktu.

Pasal 51
Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak tentang
kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (1) dalam surat ketetapan pajak, maka Kepala
BAPENDA membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
Apabila keputusan pembetulan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) masih
terdapat kesalahan, maka Kepala BAPENDA dapat
melakukan pembetulan atas permohonan Wajib Pajak
maupun secara jabatan.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 52

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Kepala BAPENDA dapat membatalkan SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDN/ SKPDLB/ STPD Pajak MBLB yang tidak benar atau
seharusnya tidak diterbitkan.

(1)

Pasal 53

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 52 harus memenuhi persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/
penghapusan sanksi administrasi;

d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;



(2)

)

(4)

()

(1)

(2)

-34-

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan
pajak;

f.  permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia; dan

g  surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA

dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b.  dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa
surat ketetapan Pajak tidak benar atau seharusnya
tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;

c. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Pasal 54

Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pembatalan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).

Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat
(2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga
tidak dipertimbangkan.
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Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BAPENDA harus mengembalikan permohonan
kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang
mendasar.

Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 55
Pemeriksaan permohonan  pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Kepala BAPENDA
dapat meminta dokumen, data dan/ atau informasi yang
diperlukan melalui penyampaian surat permintaan
dokumen, data, dan/ atau informasi lainnya.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima.
Dalam rangka pemeriksaan permohonan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA
dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak
dengan menyampaikan surat permintaan keterangan
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan
yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan pembatalan tetap diproses sesuai
dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan
yang ada atau yang diterima.

Pasal 56

Setelah pemeriksaan permohonan pembatalan dilakukan,
Kepala BAPENDA memberikan keputusan atas permochonan
pembatalan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan hari kerja sejak tanggal surat permohonan
pembatalan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
(sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan,
permohonan dianggap diterima dan Kepala BAPENDA
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menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 57

Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan, maka
pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

pembatalan surat ketetapan Pajak yang lama dengan cara
menerbitkan surat ketetapan Pajak yang baru yang telah
mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak
yang lama;

pemberian tanda silang pada surat ketetapan Pajak yang
lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa
surat ketetapan Pajak “DIBATALKAN”, serta dibubuhi paraf
dan nama pejabat yang bersangkutan; dan

memerintahkan kepada wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima
surat ketetapan Pajak yang baru.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

(1)

(2)

(1)

Pasal 58

Atas dasar permohonan Wajib Pajak Bupati melalui Kepala
BAPENDA dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi Pajak berupa bunga, denda atau kenaikan
pajak yang terutang sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi
administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikarenakan kealpaan Wajib Pajak, bukan karena
kesalahan atau mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 59

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat

(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang
diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif atau diajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan
pajak yang sedang diajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut
oleh Wajib Pajak

d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
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e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia;

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa;

g. sanksi administratif belum dibayar atau belum dilunasi
oleh Wajib Pajak; dan

h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi
dasar pengenaan sanksi administratif telah dilunasi
oleh Wajib Pajak.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala

BAPENDA, dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. mengemukakan jumlah sanksi administratif menurut
Wajib Pajak dengan disertai alasan; dan

c¢. dokumen pendukung yang lainnya.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat

(1) dan ayat (2) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Ketentuan mengenai bentuk dan isi fomulir permohonan

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
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Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
dan ayat (2).

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif Pajak yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat
(2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga
tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan
tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati atau Kepala BAPENDA dalam jangka waktu
paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat permohonan harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai
alasan yang mendasar.

Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif Pajak tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
dan ayat (2).

Pasal 61
Dalam rangka memeriksa permochonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat
meminta dokumen, data, informasi yang diperlukan melalui
penyampaian surat permintaan dokumen, dan/ atau
informasi lainnya.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal surat permintaan diterima.
Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan
menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan
Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
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Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan pembebasan atau penghapusan
sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen,
data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang
diterima.

Pasal 62

Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1), Bupati atau BAPENDA memberi
keputusan atas permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi adminitratif Pajak dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan
diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau
Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan, permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi admistratif Pajak
dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala BAPENDA
menerbitkan  surat  keputusan = pengurangan  atau
penghapusan sanksi admistratif Pajaksesuai dengan
permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

BAB X

TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

(1)

(2)

Pasal 63
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala
BAPENDA.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila
dikuasakan;
b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila
dikuasakan;
NPWPD:;
masa pajak dan tahun pajak;
perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melampirkan dokumen:
a. [fotokopi identitas Wajib Pajak atau folokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

™00
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b. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan,
putusan banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau
Keputusan Pembetulan;

c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar
permohonan;

d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

e. fotokopi buku Bank apabila pembayaran dilakukan
melalui transfer Bank dengan memperlihatkan aslinya.

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis paling lama 12

(dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan

pembayaran pajak.

Pasal 64

Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat pelayanan BAPENDA;

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Pasal 65
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pengembalian Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).
Permohonan  pengembalian yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)
dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan
pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan
harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.




(4)

(1)

(2)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)
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Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali
dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 66
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau lainnya,
kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
Pengembalian Kkelebihan pembayaran pajak dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
bunga sebesar 0,6 % (Nol koma enam persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 67
Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:
a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
b. pemeriksaan lengkap.
Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dapat dilakukan dilapangan dan di BAPENDA
terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau
tahun-tahun  sebelumnya yang dilakukan dengan
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan
kedalaman yang sederhana.
Pemeriksaan lengkap sederhana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan ditempat Wajib Pajak untuk
tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang
dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang
lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
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Pasal 68

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a.

memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda
pelunasan pajak, buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya;

meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda
terima;

memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak yang diperiksa; dan

meminta Keterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 69

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a.

memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya
sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya;
meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda
terima;
meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak yang diperiksa;
memasuki tempat atau ruangan yang diduga
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang,
barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang
keadaan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap
penting serta melakukan pemeriksaan di tempat;
melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu
apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat
pemeriksaan; dan
meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 70




(1)

(2)

(4)

(8)

(1)

i

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib
Pajak atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai
kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai
dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya
pemeriksaan ditunda dan dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya.

Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum
pemeriksaan lapangan ditunda, dapat dilakukan penyegelan
tempat atau ruangan yang diperlukan.

Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan
setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau kuasanya
tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilakukan
dengan terlebih dahulu minta pegawai Wajib Pajak yang
bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu
kelancaran pemeriksaan.

Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak
memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna
kelancaran  pemeriksaan  serta  memberikan  yang
diperlukan,  Wajib Pajak atau kuasanya  harus
menandatangani surat pernyataan penolakan membantu
kelancaran pemeriksaan.

Apabila Wajib Pajak atau yang diminta mewakili Wajib
Pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan,
yang bersangkutan harus menanda tangani surat
pernyataan penolakan pemeriksaan.,

Apabila  terjadi penolakan penandatanganan surat
penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara
penolakan pemeriksaan yang ditanda tangani oleh
pemeriksa.

Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan
penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara
penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk
penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau
dilakukan penyidikan.

Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan
sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 71
Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD,
perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib
Pajak.
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Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan
selesai dilakukan.

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak
segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan
tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau
tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil
pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak
dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan
penyidikan.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan
tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat
laporan pemeriksaan.

BAB XII

PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN

(1)

(3)

(2)

Pasal 72
BAPENDA wajib mengelola pengaduan, saran dan masukan
atas pelayanan Pajak MBLB dari masyarakat sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
a. kotak saran/kotak pengaduan, dan
b. media teknologi informasi dan komunikasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan
pengaduan, saran, dan masukan diatur dalam standar
operasional prosedur dengan Peraturan Kepala BAPENDA.

BAB XIII
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 73
BAPENDA dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat dan wajib pajak.
Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. penyuluhan;
b. seminar;
c. sosialisasi; atau
d. penyebaran informasi melalui media elektronik
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maupun media cetak, Pamflet, Spanduk, Baliho.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Prosedur
Pendaftaran, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 7);

b. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan;

c. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal [L o4

BUPATI O MERING ULU TIMUR,
X

@'al LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal [¢ Qanrvort 202

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN &GAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024
NOMOR




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR € TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

PENETAPAN HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

FARGA TARIF
JENIS MINERAL BUKAN | _ ST DAR | pajap
Yol Locam pAN BaTuAN | PER M3 ATAU KETERANGAN
PER TON )
(Rp) (Rp)
1. Asbes 30.000,00 6.000,00
2. | Batu tulis 20.000,00 4,000,00
3. Batu permata 500.000,00 100.000,0
4, Batu setengah permata 37.500,00 7.500,00
5. Batu kapur (gamping)
a.untuk industri semen 16.000,00 3.200,00
dan industri lainnya
b.untuk pemakaian lain- 20.000,00 4.000,00
lain
6. Batu apung 50.000,00 10.000,00
i3 Bentonit 37.500,00 7.500,00
8. Dolomit 25.000,00 5.000,00
9. Feldsfar 37.500,00 7.500,00
10. | Garambatu (halite) 25.000,00 5.000,00
11. | Grafit 25.000,00 5.000,00 | Pajak terutang
12. | Granit/Andesit/Basalt: dihitung
a. Batu belah 85.000,00 17.000,00 | dengan cara
b. spit 1-2cm 180.000,00 36.000,00 | mengalikan
c. split 2-3 cm 190.000,00 38.000,00 | tarif pajak
d. batu abu 185.000,00 37.000,00 | sebesar 20%
13. | Gipsum 25.000,00 5.000,00 | (dua puluh
14. | Kalsit 25.000,00 5.000,00 | persen)
15. | Kaolin 40.000,00 8.000,00 | dengan total
16. | Leusit 25.000,00 5.000,00 | nilai jual yang
17. | Magnesit 25.000,00 5.000,00 berlaku.
18. | Mika 37.500,00 7.500,00
19. | Marmer (blok) 300.000,00 60.000,00
20. | Nitrat 25.000,00 5.000,00
21. | Obsidian 37.500,00 7.500,00
22. | Oker 25.000,00 5.000,00
23. | Pasir dan kerikil:
a. Pasir bangunan 25.000,00 5.000,00
b. Pasir urug 20.000,00 4.000,00
c. Batu kali 50.000,00 10.000,00
d. Sirtu (pasir dan batu) 70.000,00 14.000,00
e. Kerikil 50.000,00 10,000,00
24. | Pasir kuarsa:




26.
27.
28.
25,
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
G

Fospat

Talk

Tanah serap (fuller earth)
Tanah diatomae

Tanah Liat :

a. tanah liat tahan api
b. tanah liat ball (ball

clay)
c. tanah liat untuk bahan
bangunan (batu

bata, genteng) dan
sebagainya

d. tanah liat untuk
industri semen

Tanah urug

Tawas (alum)

Trass

Yarosit

Zeolit

Basal

Tralkhit

35.000,00
37.500,00
25.000,00
25.000,00

37.500,00
37.500,00

20.000,00

20.000,00

25.000,00
37.500,00
25.000,00
27.500,00
27.500,00
30.000,00
30.000,00

7.000,00 ?-
7.500,00
5.000,00
5.000,00

7.500,00
7.500,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00
7.500,00
5.000,00
5.500,00
5.500,00
6.000,00
6.000,00

BUPATI O&AN KOMERING&LU TIMUR,

& LANOSIN




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR & TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BADAN PENDAPATAN DERAH
Jalan Merdeka No. 013 Jati Rahayu Timur Martapura Tlp/Fax (0735) 4840240

MARTAPURA

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD ) PAJAK MBLB

L. Data ObjekPajak :

Jenis Permohonan : | | Pendaftaran Baru | | Perubahan Data
Nama Objek Pajak

Nama Objek Pajak

Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

TMT Operasi

Data Wajib Pajak :

BN U W =

e
i

Nama
NIK/NPWP
NPWPD
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
Nomor Telepon

O~NoO s W~

bt
o]
L]

W N = |o

Data Usaha :

Status Usaha : [ ] Induk | | cabang
Jenis Usaha :
Alamat Usaha

a. Kelurahan

b. Kecamatan

4 Luas Tanah/Bangunan

a. Tanah

b. Bangunan

Luas Tempat Usaha

Status Kepemilikan

a. Milik Sendiri

(2]

b. Sewa/kontrak
c. Bagi Hasil




Jenis Perizinan
7 a. Izin Undang-Undang - Masa Berlaku
Gangguan Nomor

IV. Keterangan Lain-lain:

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk
sanksi-sanksi sesuaib dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di
atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima, Wajib Pajak/Penanggung Pajak

.....................................................................




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERINGULU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

Martapuras: v asmnimm mimiaaiien &
Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di-
Martapura
Perihal : Permohonan Keberatan
Pembayaran Pajak MBLB

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

S =5 5 4 = TP

- No. KTP R e A B R R S 0 5 D T R S e Ao N

e (e T | = RSP

o3 o = =¥ s B P

- Alamat L A ISR S SR I R N RN S R R B SRR R S AT S SRR

= N PRI 12 s s stmienins vomsa oo o o 5 5 S0 A W A oo o S S S b SN A

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *) atas ........cccovveciiniiiiiinneriiiecinie e cnen e

- Nama Wajib Pajak

- No. R S R e S s S e R R R R

- Terletak di J1. R R TR R R Litvasnmrisisins it
No.....RT....... /RW...... Kelurahan/Desa.....ccocivviiiiiiiinininn, KeCATIATAN ..o iiesers rrssinssiisineribianis
..... Kabupate i o nmmmiy e asnny

Menyampaikan kepada Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. OKU

TIMUR, permohonan keberatan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

{(MBLB) telah ditetapkan sebesar Rp. ..o.oeviviiiiiiiiiieaaa, , dengan kemampuan membayar

sebesar Rp. oo

Alasan dan penjelasan mengenai permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

.....................................................................................................................

Se'bagal pendukung alasan/ keterangan tersebut di atas, bersama ini saya lampirkan:

[0 Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya;

[0 Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya Kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;

[ Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani Wajib
Pajak;

0 SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;

[0 Fotokopi Nomor Induk Berusaha;

[0  Dokumen Pendukung lainnya ..cccoceivviiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiecaaaeeinns

D

emikian, atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Pemohon
Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak®)

Materai

s 020 0202020202020 eesseseesessssseses
*) Coret yang tidak perlu
**} beri tanda X pada kotak pilihan

BUPATI O MER’ING\L‘TLU TIMUR,

d LANOSIN



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN /KERINGANAN

Martapura, 20...
Hal : Permohonan Pengurangan/Keringanan
Pajak MBLB
Kepada Yth.
Bupati Ogan Komering Ulu Timur
C.q. Kepala BAPENDA
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
di-
Martapura
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama e A i R A R R SR ST
Tempat, Tanggal Lahir = : Lo
Pekerjaan E e A e e e e
Alamat JL N T S e s e A N
Kel/Desa B s s s A Y AT SR
Kecamatan H s mnemee s e R O S SR
Kota/Kab. B oo e A S A TR
Dengan ini saya mengajukan permohonan pengurangan/keringanan pembayaran Pajak
MBLB yang terutang atas Objek Pajak nama : .............ccccoovevieeiiirinninnnnnn, NPWPD :
......................................... dengan jumlah penetapan Pajak MBLB terhutang sebesar Rp.
Saya mengajukan permohonan pengurangan/keringanan pembayaran Pajak MBLB
sebesar ..... %, karena saya tidak mampu untuk melakukan pembayaran Pajak MBLB
tersebut.

Adapun alasan yang dapat saya sampaikan untuk pengurangan Pajak MBLB adalah:

Sebagai persyaratan dengan ini saya lampirkan:

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya;

[0 Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya Kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;

O Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani
Wajib Pajak;

0 SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun bersangkutan;

0 Dokumen pendukung lainfiya «oinmcasaivinssenaisiisisases

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk memperoleh persetujuan dari Bapak
dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

L IR

Keterangan:
*) beri tanda X pada kotak pilihan

BUPATI OGA RING Ut TIMUR,




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI GGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

FOMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN

Hal . Permohonan Pembetulan Pajak MBLB

Yth. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Kepala BAPENDA
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Jl. Mardeka Jati rahayu Timur NO.013 Martapura
di —
Martapura

Yang bertanda tangdn di bawah ini :

NEHFIE. 0 8 iumscosmesssssae s sses s e s b s s s o S A s S e s
Alamat G e R R A R S RS R R SR
sebagai Wajib Pajal\ / Kudsa Waij Pajak*) Pajak MBLB atas Objek Pajak yang
terletak di:

Jalan s R R S R RT T RW s
Desa/Kel. T eamme s et A R SR PR Kecatnalan i o

Pajak terhutang untuk tahun: ........... SEDESEY: RPuuwwmmmrsmmsmmmsnsse

[ s sammmnmemss i it S B S S S R A T A A S R SR )

Bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

(] Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya;

[0 Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya Kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;

[0 Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa®* dalam hal permohonan tidak
ditandatangani Wajib Pajak;

[0 SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD tahun yang
bersangkutan;

L] Dokiamesi pendakitiig TAARYA. o sanexims s ssdns s ia

Demikian agar dapat dipergunakan scbagai bahan pertimbangan.

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Keterangan :
¥) Coret yang tidak perlu
**) beri tanda X pada kotak pilihan




